Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata
permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara

permohonan atas nama :

Nama : HJ.HASNAH,;

Tempat/Tanggal Lahir .  Enrekang/ 31 Desember 1943;

Jenis Kelamin . Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat :  Makodam VII No. 34 RT/RW 004/002,

Kelurahan/Desa Panaikang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon Perihal Permohonan
Persamaan Nama;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan atau bukti-bukti;
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya
tertanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Februari 2023 dengan
Register Nomor : 70/Pdt.P/2023/PN. Mks, telah mengajukan Permohonan
penetapan persamaan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :
7371097112430081 yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil
Kota Makassar tercatat atas nama HJ. HASNAH Lahir di
Enrekang 31 Desember 1943
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 7371092711060012
tercatat atas nama HJ. HASNAH Lahir di Enrekang 31 Desember
Tahun 1943
3. Bahwa dalam Duplikat Buku Nikah No. 13/2/VII/DPLKT/V/1984
tanggal 17 Juli 1984 milik pemohon tercatat atas Nama HASNAH
Lahir di Enrekang 31 Desember 1943
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4. Bahwa dalam Surat Keputusan Angkatan Darat No. Kep/23-16-
21/X/2012 tentang pemberian pensiun tercatat atas nama NY.
HASNAH tahun 1994

5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang di keluarkan Bupati
Tingkat ke Il Sidenreng Rappang Pangkajene tanggal 15 Desember
1982 tercatat atas nama | WELLANG lahir Tanggal 31 Desember
1943

6. Bahwa berdasarkan ljazah No. 07/A/1968 Tanggal 15 April 1968
tingkat Tjalan Djuru Tik Kantor yang dikeluarkan di Djakarta 15 April
1968 tercatat atas nama | WELLANG lahir di LAWAWOI/SIDRAP

7. Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pensiun No. 00003/008465
tercatat atas nama | WELLANG HASANG lahir Tanggal 31
Desember 1943

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan pengganti ijazah No. 70/l
06.14.1. s/1.02.- tercatat atas nama | WELLANG lahir di
LAWAWOI/SIDRAP Tahun 1943

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 010/107/LP/11/2023 yang
dikeluarkan oleh kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang
Kota Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama
HJ. HASNAH Lahir di Enrekang 31 Desember 1943 adalah nama
dan orang yang sama dengan | WELLANG, | WELLANG HASANG
dan HASNAH

10.Bahwa oleh karena banyaknya nama yang dimiliki oleh pemohon
sehingga permohonan ini dimaksudkan untuk keperluan
administrasi terhadap dokumen-dokumen penting sehingga dengan
ini pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa
permohonan ini agar menyatakan permohonan persamaan nama
dan orang yang sama ini adalah sah

11.Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertujuan untuk
memalsukan identitas ataupun menghindari suatu sanksi dari suatu
ketentuan hukum yang berlaku

12.Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan Buku I
Edisi 2007, Mahkamah Agung hal. 45-47 menyatakan permohonan

pemohon tidak termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang
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atau sebagaimana dalam yurisprudensi Nomor 27 / Pdt.P / 2016 /
PN Kbm.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan
bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-
undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai
kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga
dengan demikian permohonan ini patut untuk di kabulkan.

14.Bahwa terhadap biaya permohonan ini pemohon sanggup untuk
membayar biaya permohonan Ini.

Atas dasar uraian tersebutdiatas, dengan segala kerendahan hati sudilah
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar /
Bapak — Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk
berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa nama HJ. HASNAH Lahir di Enrekang 31
Desember 1943 adalah nama dan orang yang sama dengan |
WELLANG, | WELLANG HASANG dan HASNAH adalah sah

3. Menetapkan nama yang dipakai pemohon untuk seterusnya ialah
HJ. HASNAH Lahir di Enrekang 31 Desember 1943

4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di
persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7371097112430081,
tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
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2. Foto Copy Kartu keluarga, Nomor: 7371092711060012, atas nama
Kepala Keluarga H. Sjaharuddin, tanggal 13 Agustus 2021, sesuai
dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Duplikat buku nikah Nomor:13/2/VII/IDPLKT/\VV/1984,
tanggal 11 Juli 1984, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 2809/KDSR/XI1/1982, atas nama |
Wellang, tanggal 15 Desember 1982, sesuai dengan aslinya, diberi
tanda P-4;

5. Foto Copy Ildjazah Mengetik, atas nama Iwellang, Nomor: 15/1968,
tanggal 15 April 1968, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

6. Foto Copy Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor: Kep/23-
16-21/1X/2012, tentang Pemberitahuan Pensiun Kepala Staf
Angkatan Darat, tanggal 15 Oktober 2012 atas nama Sjaharuddin,
sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

7. Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (Karip), Nomor: 00003/0084651,
atas nama | Wellang Hasang, tanggal 13 April 2004, sesuai dengan
aslinya, diberi tanda P-7;

8. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti ljazah/STTB Sekolah dasar
Nomor: 70/1ll 06.14.1.S/1.82, atas nama | Wellang, . tanggal 31 Juli
1982, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

9. Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Kota Makassar Kecamatan
Panakkukang Kelurahan Panaikang, Nomor : 010/107/LP/11/2023,
tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P-9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 s/d P-9
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat
mana telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Hj. Sapriyani Hendra, tempat/itanggal lahir : Ujung Pandang, 3
Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, alamat BTN Makkio Baji
Blok B3 No. 1 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar Agama
Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak

Pemohon;
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- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Makodam VI
No.34Kel/Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang;

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Sjaharuddin,
menikah dengan Pemohon tahun 1984,

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran yaitu |
Wellang;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam ljazah yaitu | Wellang;

- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam surat keputusan
angkatan darat yaitu Ny. Hasnabh;

- Bahwanamapemohon yang tertulis dalam Kartu Identitas Pensiun
adalah | Wellang Hasang;

- Bahwa nama yang tertulis dalam surat keterangan orang yang
sama Hj. Hasnah dengan | Wellang Hasang, | Wellang, Hasnah
adalah benar orang yang sama;

- Bahwa sepengetahuan Pemohon selama ini tidak pernah
melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk
keperluan administrasi untuk penulisan penyeragaman identitas
Pemohon;

2. Saksi Latifa Tuladawiah, tempat/itanggal lahir : Makassar, 30 Juli
2001, Jenis Kelamin Perempuan, alamat BTN Makkio Baji Blok B3
No. 1 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar Agama Islam,
pekerjaan Mahasiswa, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu
Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Makodam VI
No.34Kel/Desa Panaikang Kecamatan Panakkukang;

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Sjaharuddin, menikah
dengan Pemohon tahun 1984;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran yaitu |
Wellang;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam ljazah yaitu | Wellang;

- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam surat keputusan

angkatan darat yaitu Ny. Hasnah;
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- Bahwanama pemohon yang tertulis dalam Kartu Identitas Pensiun
adalah | Wellang Hasang;

- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan
Pengganti llazah/STTB Sekolah Dasar yaitu | Wellang;

- Bahwa nama yang tertulis dalam surat keterangan orang yang
sama Hj. Hasnah dengan | Wellang Hasang, | Wellang, Hasnah
adalah benar orang yang sama;

- Bahwa sepengetahuan Pemohon selama ini tidak pernah
melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk
keperluan administrasi untuk penulisan penyeragaman identitas

Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi lalu

mohon Putusan/Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana
yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan
meneliti surat —surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka
ternyata :

- Bahwa benar Pemohon beralamat atau berdomisili hukum dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar (Bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa benar pada Duplikat Buku Nikah Pemohon tertulis nama
Pemohon Hasnah (Bukti P-3);

- Bahwa benar Pemohon terlahir dengan nama : | Wellang (Bukti P-
4);

- BahwabenarnamaPemohon dalam ljazah Mengetik dengan nama
| Wellang Bukti P-5)

- Bahwa benar pada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat
dengan nama Ny. Hasnah (Bukti P-6);

- Bahwa benar dalam Kartu Identitas dengan nama | Wellang
Hasang (Bukti P-7);

- Bahwa benar Surat Keterangan Pengganti ljazah/ STTB Sekolah
Dasar dengan nama | Wellang (Bukti P-8);;
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- Bahwa benar surat keterangan orang yang sama dengan nama Hj

Hasnah (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon
untuk menyatakan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk
(KTP) NIK : 7371097112430081 adalah satu orang yang sama yang juga
disebut HJ HASNAH, | Wellang, | welang Hasang , maka perlu diuraikan
hal-hal mengenai Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor
23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa
“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya
putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
juncto Pepres 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pasal 58 ayat (1) bahwa
pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi
persyaratan : (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa
penting lainnya; (b) kutipan akta pencatatan sipil; (c) KK; dan (d) KTP-el;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon
berada dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Makassar, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk
memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk
menyatakan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)
NIK : 7371097112430081 adalah satu orang yang sama yang juga disebut
HJ HASNAH, | Wellang, | welang Hasang , maka berdasarkan keterangan
saksi-saksi dan bukti maka terhadap alasan-alasan yang telah
dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon
adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup
beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan
Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,
maka Hakim karena jabatan dan kewenangannya menambah dan
memperbaiki peititum permohonan Pemohon dengan memerintahkan

kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatattentang penetapan tersebut
dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup
beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan
Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,
maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat
tentang penetapan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa biaya perkara Permohonan ini dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang — Undang No. 23 Tahun 2006
sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24
Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa nama HJ. HASNAH Lahir di Enrekang 31
Desember 1943 adalah nama dan orang yang sama dengan |
WELLANG, | WELLANG HASANG dan HASNAH;

3. Menetapkan namayang dipakai pemohon untuk seterusnyaialah HJ.
HASNAH Lahir di Enrekang 31 Desember 1943;

4.  Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan tentang penetapan ini untuk dicatat pada register
yang diperuntukkan untukiitu ;

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp
130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023
oleh Ir. Abdul Rahman Karim, SH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar,
Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.,
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Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

Pemohon;
Panitera Pengganti, Hakim,
Hidayat Maddatuang, A.Md,S.H. Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Perincian biaya :

PNBP pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 70.000,-

PNBP SuratKuasa : Rp. -

PNBP Panggilan : Rp. 10.000-
PNBP Pencabutan : Rp. -

Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp.130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)
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